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ABSTRAK 

 Pembangunan insfrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat 

Indonesia melalui pembangunan tersebut. Setiap kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah tentunya tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan 

tanah sebagai wadah kegiatannya. Hal ini dikarenakan pada umumnya kegiatan 

pembangunan dilakukan diatas tanah. Adanya kebutuhan akan tanah tersebut, 

membawa konsekuensi terhadap penggunaan tanah oleh pemegang hak atas tanah 

terkait dengan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum. Pengadaan tanah merupakan suatu lembaga yang digunakan 

untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 

umum. Perolehan tanah dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak 

atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada pemerintah yang memerlukan 

tanah. Sebagai wujud penghormatan hak-hak bagi pemegang hak atas tanah, pihak 

yang memerlukan tanah dalam hal ini pemerintah harus memberikan ganti rugi 

yang layak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sehingga pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah itu benar-benar sah dan tidak menimbulkan sengketa. 

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah 

yaitu penetapan ganti rugi yang layak dan dapat memberikan kelangsungan hidup 

yang lebih baik dari tingkat kehidupan social ekonomi sebelum terkena pengadaan 

tanah, serta pengajuan keberatan terhadap besarnya ganti rugi. Penitipan ganti rugi 

tidak bisa dijadikan dasar untuk mengambil tanah pemegang hak atas tanah oleh 

pemerintah yang memerlukan tanah. Suatu pembangunan dianggap sah apa bila 

pemilik tanah sudah mendapatkan ganti rugi dari pemerintah sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengenai 

pemberian ganti rugi yang dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, 

pemukiman, atau hal lain sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan 

pemerintah. Bentuk yang diberikan oleh instansi pemerintah tidak hanya diberikan 

kepada faktor fisik semata. Namun demikian, seharusnya patut pula 

dipertimbangkan tentang adanya ganti rugi faktor-faktor non fisik (immaterial). 

Untuk mencegah masalah tanah agar tidak sampai menimbulkan konflik 

kepentingan dalam masyarakat, diperlukan peraturan, penguasaan dan 

penggunaan tanah yang baik dan tepat oleh pemerintah. 

 

Kata Kunci: Pembangunan, Pengadaan Tanah, Keabsahan, Perlindungan 

Hukum. 
 

 

 

 

ABSTRACT 



 Infrastructure development can improve the welfare of the Indonesian people 

through this development. Every development activity carried out by the 

government certainly cannot be separated from the need for land as a place of 

activity. This is because in general development activities are carried out on land. 

The need for such land has consequences for land use by holders of land rights 

related to land acquisition for the implementation of development in the public 

interest. Land acquisition is an institution used to acquire land for the 

implementation of development in the public interest. Land acquisition is carried 

out by releasing or surrendering land rights from holders of land rights to the 

government that requires land. As a form of respect for the rights of holders of 

land rights, those who need land in this case the government must provide proper 

compensation on the basis of agreement between the two parties so that the 

development carried out by the government is truly legitimate and does not cause 

disputes. Forms of legal protection given to holders of land rights, namely the 

determination of appropriate compensation and can provide better survival from 

the level of socio-economic life before being exposed to land acquisition, as well 

as filing objections to the amount of compensation. Custody of compensation 

cannot be used as a basis for taking land of land rights holders by the government 

that requires land. A development is considered valid if the landowner has 

received compensation from the government as stated in Article 36 of Act Number 

2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest 

concerning compensation that can be given in the form of money, replacement 

land, settlement, or other matters in accordance with the agreement between the 

land owner and the government. The form provided by government agencies is not 

only given to physical factors. However, it should also be considered the existence 

of compensation for non-physical factors (immaterial). To prevent land problems 

so as not to cause conflicts of interest in the community, regulations and good and 

proper land use and control are needed by the government. 
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